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Abstract. Revenge porn as a form of sexual violence is an interesting thing to observe and study, Indonesia has 
passed Law Number 12 of 2022 on Sexual Violence, it turns out that the passing of the TPKS Law has not become 
a fundamental reference for perpetrators of sexual violence until now sexual violence in Indonesia still occurs 
frequently. Normative legal research or library legal research (libary research), with a legislative approach 
(statue approach), conceptual approach (conceptual approach), comparative approach (comparative approach), 
historical approach (historical approach). The nature of the research used in this research is descriptive-
prescriptive, the author uses content analysis. The results of the research Revenge porn as a form of sexual 
violence can be reviewed based on criminal law theory which consists of punishment, guilt and criminal liability.  
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Abstrak. Revenge porn sebagai bentuk kekerasan seksual hal yang menarik untuk dicermati dan dipelajari, 
Indonesia telah mengesahkan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 Tindak Pidana Kekerasan Seksual ternyata 
dengan sudah disahkannya UU TPKS tidak menjadi acuan mendasar bagi pelaku kekerasan seksual sampai 
dengan saat ini kekerasan seksual di Indonesia masih sering terjadi. Penelitian hukum normatif atau penelitian 
hukum kepustakaan (libary research), dengan pendekatan pertauran perUndang-Undangan (statue approach), 
Pendekatan konseptual (conceptual approach), Pendekatan kompratif (comparative approach), Pendekatan 
historis (historical approach). Sifat penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah deskripstif-preskriptif, 
penulis menggunakan analisis isi (content analysis). Hasil dari penelitian Revenge porn sebagai bentuk kekerasan 
seksual dapat ditinjau berdasarkan teori hukum pidana yang terdiri atas pemidanaan, kesalahan dan 
pertanggungjawaban pidana. 
  
Kata Kunci : Teori Hukum Pidana, Revenge Porn, Kekerasan Seksual. 
 
 
PENDAHULUAN 

Kejahatan  online  iatau  icyber  icrime  itelah  imenjadi  itren  ibaru  idi  ibanyak  

inegara,  itermasuk  iIndonesia.  Penggunaan  imedia  isosial  iyang  inyaris  itanpa  ikendali  

imenyebabkanisiapapun  irentan  imenjadi  ikorban  idari  iberbagai  itindak  ikejahatan  idi  

idunia  imaya.iKejahataniseksual,  ipornografi,  itrafficking,  ibullying  idan  ibentuk  ikejahatan  

ilain  iyang  idilakukan  isecara  ionline  imenjadi  iancaman  iyang  isemakin  ibesar  imengintai  
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igenerasi  ipenerus ibangsa. i1 Hukum  iyang  iberlaku  ipada  idasarnya  imerupakan  iwujud  

iatau  icerminidari icara ipandang  iyang  ieksis  idi  imasyarakat  iketika  ihukum  itersebut  

idirumuskan.  iHukum iitu  isendiri  iadalah  isebuah  iproduk  ikultural.  iSalah  isatunya  

irespon  isistem  ihukum  iatas  ikasus-kasus  ipornografi  iterhadap  iperempuan  ihingga  ikini  

ilebihibanyakimempresentasikan budaya yang eksisidiimasyarakat, yang lebih banyak 

menstigmatisasi dan menyalahkan perempuan. Bahkan dalam proses peradilan, 

perempuaniyang menjadi korban dariipornografi hanya ditempatkan sebagaiipelengkap, bukan 

sebagai subjek,idanidiberi beban pembuktian. Dalam penanganan kasus-kasus 

pornografiiyangimenimpa perempuan, khususnyaikasus ipornografi balas dendam, itidak 

mudah  ibagi  iperempuan  sebagai  korban.i2 

Banyak hambatan iyang mempersulit ikondisi  ikorban.  iMulai  idari  ikondisi  ipsikis  

idan  ihilangnya  irasa  ikepercayaan  idiri,  ilalu  itiadanya  idukungan  ikeluarga  idan  

ilingkungan  isekitar,  istigma  iyang  idiberikan  imasyarakat  i(patriarkhi)  iatas  ikorban.  ibias  

iaparat  i(adanya  ivictim  iblaming  iatau  ivictim  iparticipating)  isampai  itidak  iadanya  

iperlindungan  idari  inegara  imelalui  isistem  ihukum  idan  isosial  iyang  imendiskualifikasi  

ikorban  iatau  ibahkan  ipelanggengan  iitu  isendiri  imelalui  ikebijakan  iyang  idiskriminatif  

iterhadap  iperempuan.iRevengeiporn iadalah ibalas  idendam  iporno iyang  idilakukan  ioleh  

iseseorang  iterhadapiorangilain  idengan  icara  imenyebarluaskanikontenipornoimilik  ikorban 

ike imediaisosial  iyang  ibertujuan  iuntuk  imenjatuhkan  icitra  ikorban.iMedia  isosial  isaat  

iiniimenjadi  ikekuatan  baruidalamiberkomunikasi  idan  imengakses  iinformasi  itanpa  ibatas.  

iMediaisosialisepertiiinstagram,ifacebook,itwitter,idaniyoutubeijadiiplatformiyang paling 

banyak digunakan  iuntuk  imenyebarkan  ifoto  idan  ivideo  iyang  imengandung  ipornografi  

itersebut.  i3  

Revenge  iPorn  iberkembang  iseiring  idengan  iperkembangan  iITE  isehingga  

imenyebabkan  iterjadinya  ipelanggaran  iHAM  iterkhususnya  iterhadap  iperempuan.  iPada  

ifaktanya,  ipelanggaran  iHAM  ibanyak  iterjadi  iterutama  iterhadap  iperempuan,  iseperti  

idiskriminsi  igender,  ipelecehan  iseksual,  ikekerasan  idalam  irumah  itangga,  iperdagangan  

iperempuan,  ieksploitasi  ipada  imasa  iperang.  iSeiring  idengan  iperkembangan  iteknologi  

iinformatika  idan  iera  iglobalisasi,  icara  iorang  imelakukan  ikekerasan  ipun  iberubah  

                                                             
 1 Christianto, Hwian. “Revenge porn Sebagai Kejahatan Kesusilaan Khusus: Perspektif Sobural”. Jurnal 
VeJ 3, No. 2 (2017). 
 2 Anggraeni, Ricca. “Pengusungan Pola Pikir Positivisme Hukum Dalam Perkara Korupsi”. Jurnal 
Yudisial 4, No. 3 (2011) 
 3 Zahra, Abid Fatem. “Revenge porn : Bahaya Hiperealitas dan Kekerasan Siber Berbasis Gender”. IIS 
Brief, Issue 02 (2018). 
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idan  iberkembang.  iTidak  ihanya  ikekerasan  iyang  idilakukan  isecara  ilangsung,  itapi  

imelalui  imedia  isosial  idengan  imotif  ibalas  idendam  imenyebarluaskan  ikonten  iporno  

iberupa  ifoto  idan  ivideo  iyang  idikenal  isebagai  irevenge  iporn.  iBalas  idendam  iporno  

i(revenge  iporn),  idikenal  ilebih  iformal  isebagai  ipornografi  ibalas  idendam  i(dan  ibahasa  

isehari-hari  isebagai  i'sextortion'),  imelibatkan  idistribusi  igambar  iatau  ivideo  iseksual  

ieksplisit,  itanpa  ipersetujuan  idari  iindividu  iyang  ibersangkutan.  iTindakan  irevenge  

iporn  ibertujuan  iuntuk  imempermalukan,  imengucilkan  idan  imenghancurkan  ihidup  

ikorban.  iPelaku  ibisa  isaja  ipacar,imantan  ipacar  iyang  iingin  ikembali  iatau  itidak  

iterima  ikarena  ihubungan  ikandas, iatau  iorang  iyang  itidak  ibisa  idiidentifikasi.Seolah  

imenjadi  ianginisegar  ibagi  ipermasalahanikekerasan  iseksual idi  iIndonesia,  ipada  itanggal  

i12  iApril  i2022  ilalu  iDPR  iRI  isecara  iresmi  imengesahkan  iUndang-Undang  iNomor  

i12  iTahun  i2022  itentang  iTindak  iPidanai Kekerasan  iSeksual  i(UU  iTPKS).  iRancangan  

iundang-undang  iini  isendiri  ipertamaikaliidigagas  ioleh  iKomnas  iPerempuan  ipada  itahun  

i2012  idengan  inomenklaturi RUUiPenghapusaniKekerasaniSeksual  i(RUU  iPKS)  ihingga  

ikemudian  imasuk  ike  idalam  iProlegnas  iPrioritas  iDPR  ipada  itahun  i2016.  iUU  iTPKS  

iini  isendiri  imenjadi  ipayung  ihukum  iyang  isecara  ikhusus  imengatur  imengenai  itindak  

ipidana  ikekerasan  iseksual  idi  iIndonesia.  i4  

Dalam teori hukum pidana kejahatan dapat dikelompokan kedalam teori absolut, teori 

relatif dan teori gabungan. Dalam kasus revenge porn teori absolut atau teori pembalasan dirasa 

lebih tepat karena dalam teori absolut sendiri menjelaskan bahwa pidana dijatuhkan karena 

orang melakukan kejahatan. Pidana sebagai akibat mutlak yang harus ada sebagai suatu 

pembalasan kepada orang yang melakukan kejahatan. Jadi dasar pembenarannya terletak pada 

adanya kejahatan itu sendiri. Seperti dikemukakan Johanes Andenaes bahwa tujuan primer dari 

pidana menurut teori absolut ialah untuk memuaskan tuntutan keadilan. Sedang pengaruh yang 

menguntungkan adalah sekunder.  

Tuntutan keadilan yang sifatnya absolut ini terlihat dari pendapat Imanuel Kant dalam 

bukunya Filosophy of Law, bahwa pidana tidak pernah dilaksanakan semata-mata sebagai 

sarana untuk mempromosikan tujuan/kebaikan lain, baik bagi si pelaku itu sendiri maupun bagi 

masyarakat. Tapi dalam semua hal harus dikenakan hanya karena orang yang bersangkutan 

telah melakukan suatu kejahatan.5 Setiap orang seharunya menerima ganjaran seperti 

                                                             
 4 Burris, Aubrey. “Hell Hath No Fury Like A Woman Porned: Revenge porn And The Need For A Federal 
Nonconsensual Pornography Statute”. Florida Law Review 66, (2015) 
 5 Dalam Muladi dan Barda Nawawi, Teori dan Kebijakan Pidana. (Bandung: Alumni, 1992) . hal. 11 
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perbuatannya dan perasaan balas dendam tidak boleh tetap ada pada anggota masyarakat. Itu 

sebabnya teori ini disebut juga teori pembalasan. 

Teori pembalasan atau absolut ini terbagi atas pembalasan subjektif dan pembalasan 

objektif. Pembalasan subjektif ialah pembalasan terhadap kesalahan pelaku. Pembalasan 

objektif ialah pembalasan terhadap apa yang telah diciptakan pelaku di dunia.6 

teori pemb 

METODE PENELITIAN  

 Penulisan ini meneliti tentang Revenge Porn Sebagai Bentuk Kekerasan 

Seksual Ditinjau Berdasarkan Teori Hukum Pidana Bahan pustaka atau data sekunder dapat 

dinamakan penelitian yuridis normatif atau penelitian hukum kepustakaan (libary research) 

dengan mengumpulkan bahan hukum baik bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan 

atau tersier. Dalam rangka mendapatkan jawaban atau penyelesaian masalah-masalah dengan 

pendekatan peraturan perUndang-undangan (statute approach), pendekatan konseptual 

(conceptual approach), pendekatan komparatif (comparative approach).7 Pendekatan historis 

(historical approach). Sifat penelitian ini adalah deskriftif-preskriptif.8 Sehubungan dengan 

studi bahan pustaka ini, perlu diketahui juga cara penulisan kutipan, catatan kaki dan daftar 

kepustakaan karena dalam analisis bahan pustaka penulis menggunakan analisis isi (content 

analysis).9 

 

PEMBAHASAN 

Pornografiibalas  idendam  isering  ikita  ikenal idengan  iistilah  iRevenge  iPorn.  

iRevenge  iPorn  imerupakan  itindak  ipidana  ikekerasaniseksual  iberbasis  iinternet  idengan  

imotif  ibalas  idendam  iyang  ibiasanya  idilakukan oleh  imantan  ikekasih idengan  icara  

imenyebarkanikontenipornografiikorbanitanpaisepengetahuanipemilik.iSayangnya meskipun  

ijumlah  ikasus irevenge  iporn  iseperti  iini  imarak  iterjadi  idalamikehidupan  ibermasyarakat  

ihanyaisedikitikasusiyangidapatidiselesaikan isecara ihukumidan ipara  ikorban  imendapatkan  

ikeadilan.iPerempuanisebagai  ikorban iseringkali imalu idanitidakiberani  iuntuk  imelaporkan  

ikasus  iyang  imereka  ialami,  ikebanyakan  idari  imereka  imenunda  iuntuk  imelakukan  

ipelaporanikeipihakiberwenang iyangimengakibatkaniangkaikekerasan  iterhadap  iperempuan  

                                                             
 6 Ibid 
7 Peter Mahmud, Penelitian Hukum (Edisi Revisi), Kencana Prenada Media, Jakarta, 2013, Hlm 135 

8 Johni Ibrahim, Teori dan Metodologi Hukum Normatif, Malang:Bayumedia Publishing, 2007), hlm 
318-319 

9 Soerjono Soekanto, Pengantar Penelitian Hukum (Jakarta: Universitas Indonesia Press, 1987), hlm.1. 
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iseperti  ihal  iiniiterusimeningkatidanitidakiadaiupayaipreventif  iuntuk  imenanggulanginya.10  

iPelaku  ibiasanya  imengabadikan  ifoto  idan  ivideo  iporno  itersebut  iketika  ipelaku  idan  

ikorban  imelakukan  ivideo  icall,  itanpa  idiketahui  ioleh  ipihak  ikorban  ipelaku  imerekam  

iatau  imengambil  itangkapan  ilayar  iselama  imereka  imelakukan  ivideo  icall.  iHal-hal  

iseperti  iinilah  iyang  itidak  idapat  idicegah  ioleh  ikorban,  ikorban  itidak  imemiliki  

ikendali  iatas  ihp  iatau  idevice  iyang  idigunakan  ioleh  ipelaku  isehingga  ikorban  itidak  

idapat  imencegah  iperekaman  iatau  ipengambilan  itangkapan  ilayar  itersebut  idilakukan.  

iKetakutan  ikorban  iuntuk  imelakukan  ipelaporan  iseringkali  idilatarbelakangi  idengan  

iperasaan  itakut  iatau  itidak  isiap  iuntuk  imenerima  ilabelling  isosial  iyang  iakan  

ididapatkan  iapabila  imasyarakat  iumum  imengetahui  ibahwa  ifoto  iatau  ivideonya  iyang  

ibermuatan  ipornografi  itersebut  itersebar.  iTidak  ijarang  iperempuan  isebagai  ikorban  

irevenge  iporn  imalah  idisalahkan  iketika  ifoto  iatau  ivideo  iyang  iseharusnya  imenjadi  

ikonsumsi  ipribadi  imalah  imenjadi  ikonsumsi  ipublik  iseolah-olah  imereka  itidak  ipantas  

idan  imemenuhi  isyarat  isebagai  ikorban.  iHal  iinilah  iyang  imengakibatkan  iperempuan  

isebagai  ikorban  itidak  ihanya  imerasa  imalu  itetapi  ijuga  imendapatkan  itekanan  isecara  

imental  iyang  imengakibatkan ikorban  imengalami  igangguanimental  iatau  imental  iillness.  

iProses  ipenegakan  ihukum  idi  iIndonesia  iseringkali  imerasa  isudah  icukup  iadil  ibagi  

ikorbaniketikaipelakuikejahatanisudahidihukumisesuaiidenganiperaturan perundangundangan  

iyang  iberlaku.  iPadahal  idalam  ikasus  irevenge  iporn  itidak  ihanya  ipenjatuhan  isanksi  

ikepada ipelaku  iyang  ipenting  iuntuk  idilakukan  itetapi  ikesehatan  imental  iatau  

ipsikologis  ikorban  ilebih  ipenting  iuntuk  idipikirkan.  iHukum  idi  iIndonesia  itidak  ibegitu  

imempedulikan imengenai  ipsikologis  ikorban,  ikorban  ipenyebarluasan  ikonten  ipornografi  

ipastinya  imengalami  itekanan  ipsikologis  ikarena  itubuhnya  imenjadi  ikonsumsi  ipublik  

itanpa  iizin.  iBudayaipatriarki  iyang  imasih  isangat  ikental  idi  iIndonesia  iseringkali  

imenyebabkan perempuanisebagai  ikorban  imalah  ilebih  itersudutkan  iposisinya  idan  itidak 

mendapatkan  idukunganidari  ilingkungan  iMasyarakat.11 

Belakangan  iini,  ikabar  isoal  ikasus  irevenge  iporn  iyang  imenimpa  imahasiswi  

idi  iPandeglang,  iBanten  itengah  imenjadi  isorotan  idi  imedia  isosial.  iKasus  iini  ipertama  

idiunggah  ioleh  iIman  iZanatul  iHaeri,  iselaku  ikakak  ikorban  idengan  iakun  

                                                             
 10 Perangin-Angin, Ita Iya Pulina dan Rahayu serta Dwiwarno, Nuswantoro. “Kewajiban Dan 
Tanggungjawab Negara Memberikan Perlindungan Hukum Terhadap Perempuan Korban Revenge porn Di 
Indonesia”. Diponegoro Law Journal 8, No. 1 (2019).  
 11 Adati, Medika Andarika. “Wanprestasi Dalam Perjanjian Yang Dapat Di Pidana Menurut Pasal 378 
Kitab Undang-Undang Hukum Pidana”. Jurnal Lex Privatum VI, No. 4 (2018). 
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i@zanatul_91  imelalui  iaplikasi  iTwitter.  i  iMahasiswi  iasal  iPandeglang  iberinisial  iIAK  

i(23)  imenjadi  ikorban  irevenge  iporn  ioleh  imantan  ikekasihnya  isendiri,  iAlwi  iHusein  

iMaolana  i(22).  iMereka  itelah  iberhubungan  isejak  imasih  iduduk  idi  ibangku  iSMP,  

iyakni  isekitar  itahun  i2015  ihingga  ikuliah.  iMenurut  ipengakuan  ikorban,  iIAK  itelah  

imendapat  iperlakuan  ikasar,  itekanan,  idan  iancaman  idari  iAlwi  iselama  i3  itahun  

ibelakang  ihubungan  imereka.  iMulai  idari  idipukul,  iditonjok,  idijambak,  idigusur,  idan  

iterbentur  itangga  isaat  iditarik  ipaksa  iAlwi.  iPelaku  iberkali-kali  imengancam  iberniat  

imembunuh  ikorban,  ibahkan  ipernah  imenghunuskan  ipisau  ipada  ileher  iIAK.  iMenurut  

ipenjelasan  iIman,  ikakak  ikorban,  iAlwi  itelah  imemperkosa  iIAK  isebanyak  i2  ikali  

isemasa  ihubungan  imereka.  iPemerkosaan  ipertama  iterjadi  isekitar  itahun  i2019-2020.  

iSaat  iitu,  ikorban  ibersama  ipelaku  itengah  ibelajar  ibersama  idi  irumah  iAlwi.  iDalam  

ikeadaan  irumah  ikosong,  iIAK  idiancam  idibunuh,  iditarik  ipaksa  ike  ikamar  iAlwi,  

idikunci,  idisiksa,  idan  idi  irudapaksa  idisana.  iPemerkosaan  ipertama  itersebut  idirekam  

ioleh  iAlwi,  ihanya  isaja  idalam  irekaman  itersebut  idirinya  imasuk  idalam  ivideo.  

iPemerkosaan  ikedua  iterjadi  isekitar  itahun  i2021,  iAlwi  imembujuk  iIAK  iagar  idatang  

ike  irumahnya.  iKali  iini,  ikorban  idicekoki  iminuman  ikeras,  ikemudian  idiperkosa  idan  

itidak  ilupa  idirekam  ioleh  iAlwi  i(Hikmatiar,  i2023).  iMeskipun  ibegitu,  iada  ipula  iyang  

imengatakan  ibahwa  ipemerkosaan  ikedua  idiawali  ioleh  iIAK  iyang  isedang  iberduka  

iakan  ikematian  iorang  ituanya,  iberkunjung  ike  irumah  iAlwi  iuntuk  ibercerita  itentang  

ikesedihannya.  i12 

Dikatakan  ibahwa  iIAK  isendirilah  iyang  imeminta  iAlwi  iuntuk  imembelikan  

imereka  ianggur  imerah,  ikemudian  imereka  imabuk  idan  ibersetubuhan.  i  iVideo  iyang  

idiambil  idalam  idua  ikesempatan  itersebut  idijadikan  iAlwi  isebagai  ialat  iuntuk  

imengancam  iIAK  iagar  itidak  imemutuskan  ihubungan  imereka.  iVideo  iasusila  itersebut  

itelah  idisebar  iAlwi  iwalau  isebatas  ipada  iteman-teman  iIAK  isaja.  iNamun  itidak  

iberhenti  idisitu,  iancaman  iAlwi  isemakin  imenjadi-jadi  ihingga  iakhirnya,  ipada  itanggal  

i14  iDesember  i2022,  ivideo  itersebut  itelah  isampai  ipada  isaudara  iIAK  iberinisial  iRK,  

imelalui  iDirect  iMessages  i(DM)  iInstagram  ipribadinya.  iAlwi  ibahkan  imengancam  

iakan  imenyebar  ivideo  iasusila  ike  idosen  ikorban  ilantaran  ikesal  iIAK  isibuk  idengan  

ikuliah.  iBerkaitan  idengan  iitu,  iAlwi, iselakuiterdakwa  ikasus  ipenyebaran  ivideo  iasusila  

isebagai  ibentuk  iancaman,  idituntut idengan  ihukuman  imaksimal  i6  itahun  ipenjara  idan  

                                                             
 12 Candra, Septa. “Perumusan Ketentuan Pidana Dalam Peraturan Perundang-Undangan Di 
Indonesia”. Jurnal Hukum PRIORIS 3, No. 3 (2022). 
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ididenda  isebesari1  imiliar  irupiah  iberdasarkan  iPasal  i45  iAyat  i(1)  iJuncto  iPasal  i27  

iAyati(1)  iUndang-Undang  iNomor i11iTahuni2008iTentang InformasiidaniTransaksi  

iElektroniki(“UU  iITE”). Majelis Hakim  ijuga  imenambahkan  ihukuman  iberupa  ilarangan  

imengakses  iinternet  iselama  i8  itahun.  iSidang  ipembacaan  iputusan  idengan  inomor  

iperkara  i71/Pid.sus/2023  iyang  iseharusnya  idigelar  ipada  ihari  iRabu,  i11  iJuli  i2023  

itersebut  iakhirnya  iditunda  idan  idilaksanakan  ipada  ihari  iJumat,  i13  iJuli  i2023  ikemarin  

idi  iPengadilan  iNegeri  iPandeglang. 

 

Teori Hukum Pidana  

 Istilah “pidana” merupakan istilah yang lebih khusus, yaitu menunjukkan sanksi 

dalam hukum pidana. Pidana adalah sebuah konsep dalam bidang hukum pidana yang masih 

perlu penjelasan lebih lanjut untuk dapat memahami arti dan hakekatnya. Menurut Roeslan 

Saleh “pidana adalah reaksi atas delik, dan ini berwujud suatu nestapa yang dengan sengaja 

ditimpakan negara kepada pembuat delik itu”.13 

Muladi dan Barda Nawawi berpendapat bahwa unsur pengertian pidana, meliputi:14 

a. pidana itu pada hakekatnya merupakan suatu pengenaan penderitaan atau nestapa 

atau akibat-akibat lain yang tidak menyenangkan; 

b. pidana itu diberikan dengan sengaja oleh orang atau badan yang mempunyai 

kekuasaan (oleh yang berwenang); 

c. pidana itu dikenakan pada seseorang yang telah melakukan tindak pidana menurut 

undang-undang. 

 
Pengenaan pidana betapapun ringannya pada hakekatnya merupakan pencabutan hak-

hak dasar manusia. Oleh karena itu   penggunaan pidana sebagai sarana politik kriminal harus 

dilandasi oleh alasan-alasan yang dapat dipertanggungjawabkan secara filosofis, yuridis dan 

sosiologis. Untuk itu sejak zaman dahulu orang telah berusaha untuk mencari jawaban 

atas persoalan “mengapa dan untuk apa pidana dijatuhkan terhadap orang yang melakukan 

kejahatan?” Dalam rangka menjawab persoalan tersebut muncul berbagai teori tentang 

pemidanaan. 

Dalam teori pemidanaan, pada umumnya dapat dikelompokkan dalam tiga golongan 

besar, yaitu teori absolut atau teori pembalasan (vergeldings theorien), teori relatif atau 

                                                             
 13 Roeslan Saleh, Stelsel Pidana Indonesia, (Jakarta : Aksara Baru, 1983), hal. 9. 

 14 Ibid,hlm 4 
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teori tujuan (doel theorien), dan teori menggabungkan (verenigings theorien). 

 

 

Menurut teori ini pidana dijatuhkan karena orang telah melakukan kejahatan. 

Pidana sebagai akibat mutlak yang harus ada sebagai suatu pembalasan kepada orang yang 

melakukan kejahatan. Jadi dasar pembenarannya terletak pada adanya kejahatan itu sendiri. 

Seperti dikemukakan Johanes   Andenaes   bahwa tujuan primer dari pidana menurut teori 

absolut ialah untuk memuaskan tuntutan keadilan. Sedang pengaruh yang menguntungkan 

adalah sekunder. Tuntutan keadilan yang sifatnya absolut ini terlihat dari pendapat Imanuel 

Kant dalam bukunya Filosophy of Law, bahwa pidana tidak pernah dilaksanakan semata-mata 

sebagai sarana untuk mempromosikan tujuan/kebaikan lain, baik bagi si pelaku itu sendiri 

maupun bagi masyarakat. Tapi dalam semua hal harus dikenakan hanya karena orang yang 

bersangkutan telah melakukan suatu kejahatan. Setiap orang seharunya menerima ganjaran 

seperti perbuatannya dan perasaan balas dendam tidak boleh tetap ada pada anggota 

masyarkat. Itu sebabnya teori ini disebut juga                   teori pembalasan. 

Teori pembalasan atau absolut ini terbagi atas pembalasan subjektif dan pembalasan 

objektif. Pembalasan subjektif ialah pembalasan terhadap kesalahan pelaku. Pembalasan 

objektif ialah pembalasan terhadap apa yang telah diciptakan pelaku di dunia luar.15 

 

ANALISIS 

Selain  ipersoalan  iaturan  iyang  ibelum  idapat  imelindungi  idan  imemberikan  

ikeadilan  ibagi  ikorban,  ipersoalan  ilainnya  itimbul  idalam  imemproses  ikasus  iRevenge  

iPorn  idimana  iprosedur  ihukum  iyang  iada  imasih  isangat  ilemah  idi  iantaranya  iadalah  

idalam  ipenyediaan  ialat  ibukti,  ipersoalan  iyurisdiksi  ikarena  iRevenge  iPorn  iyang  

idilakukanidiidunia  imaya  idan  iberbedaidengan  itindak  ipidana  ikonvensional,  iterbatasnya  

iahli  idengan  ipemahaman ipersoalaniRevenge  iPorn,  iteknis  ipersidangan  iyang  iterkadang  

imerendahkan  iatau  ibahkan  imenyalahkan  ikorban,  iterbatasnya  iketersediaan  idigital  

iforensik  idan  ilemahnya  ipengetahuan  iaparat  ipenegak  ihukum  imengenai  iRevenge  

iPorn.  iBerdasarkan  ihal  iini,  iperlu  iadanya  isebuah  ikerangka  ihukum  iyang  imengatur  

isecara  ikomprehensifiterkaitiKBGO ikhususnyaiRevengeiPornisehinggaidapat  imemberikan  

ikepastian  ihukum  idan  ipelindungan  ibagi  ikorban. Disahkannya  iUndang-Undang  iTindak  

iPidana  iKekerasan  iSeksual  ipada  iSelasa,  i12 April  2022  imembawa  iangin  isegar  

                                                             
 15 Andi Hamzah, Asas-Asas Hukum Pidana, (Jakarta: Rinneka Cipta, 1994), hal. 31 
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iterhadap  ipersoalan  ikekerasan  iseksual  idi  iIndonesia.  iHadirnya  iUndang-Undang  

iNomor  i12  iTahun  i2022  itentang  iTindak  iPidana  iKekerasan  iSeksual  i(UU  iTPKS)  

imenjadi  ilangkah  iawal  idalam  ipenegakan  idan  ipelindungan  ikorban  iyang  iselama  iini  

ibak  ifenomena  igunung  ies.16  iPada  iPasal  i4  iayat  i(1) UU  iTPKS,  idiatur  isembilan  

ibentuk  itindak  ipidana  ikekerasan  iseksual  idan  ipada  iayat  i(2)  imengatur  isepuluh  

itindak  ipidana  ilain  isebagai  itindak  ipidana  ikekerasan  iseksual  iyang  idiatur  idalam  

iperaturan  iperundang-undangan  ilain.  iSalah  isatu  ijenis  itindak  ipidana  ikekerasan  

iseksual  iyang  idiatur  ipada  iPasal  i4  iayat  i(1)  iUU  iTPKS  iadalah  iKekerasan  iSeksual  

iBerbasis  iElektronik.  iTerkait  ikekerasan  iseksual  iberbasis  ielektronik  iini  idiatur  ilebih  

ilanjut  ipada  iPasal  i14  iUU  iTPKS.  iPasal  i14  iayat  i(1)  iUU  iTPKS  imenguraikan  itiga  

ibentuk  iperbuatan  iyang  itermasuk  idalam  itindak  ipidana  ikekerasan  iseksual  iberbasis  

ielektronik,  iyaitu: 

a. melakukan  iperekaman  idan/atau  imengambil  igambar  iatau  itangkapan  ilayar  iyang  

ibermuatan  iseksual  idi  iluar  ikehendak  iatau  itanpa  ipersetujuan  iorang  iyang  

imenjadi  iobjek  iperekaman  iatau  igambar  iatau  itangkapan  ilayar;  idan/atau 

b. mentransmisikan  iinformasi  ielektronik  idan/atau  idokumen  ielektronik  iyang  

ibermuatan  iseksual  idi  iluar  ikehendak  ipenerima  iyang  iditujukan  iterhadap  

ikeinginan  iseksual; 

c. melakukan  ipenguntitan  idan/atau  ipelacakan  imenggunakan  isistem  ielektronik  

iterhadap  iorang  iyang  imenjadi  iobyek  idalam  iinformasi/dokumen  ielektronik  

iuntuk  itujuan  iseksual,  idipidana  ikarena  imelakukan  ikekerasan  iseksual  iberbasis  

ielektronik,  idengan  ipidana  ipenjara  ipaling  ilama  i4  i(empat)  itahun  idan/atau  

idenda  ipaling  ibanyak  iRp  i200.000.000,00  i(dua  iratus  ijuta  irupiah).” 

Selanjutnya  ipada  iPasal  i14  iayat  i(2)  iUU  iTPKS  idisebutkan  ibahwa  i“Dalam  

ihal  iperbuatan  isebagaimana  idimaksud  ipada  iayat  i(1)  idilakukan  idengan  imaksud: 

a. untuk  imelakukan  ipemerasan  iatau  ipengancaman,  imemaksa;  iatau 

b. menyesatkan  idan/atau  imemperdaya,  iseseorang  isupaya  imelakukan,  

imembiarkan  idilakukan,  iatau  itidak  imelakukan  isesuatu,  idipidana  idengan  

ipidana  ipenjara  ipaling  ilama  i6  i(enam)  itahun  idan/atau  idenda  ipaling  ibanyak  

iRp300.000.000,00  i(tiga  iratus  ijuta  irupiah).” 

                                                             
 16 Kirchengast, Tyrone. “The Limits of Criminal Law and Justice: ‘Revenge porn’ Criminalisation, 
Hybrid Responses and The Ideal Victim”. UniSA Student Law Review 2 (2016). 
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Artinya,  ipada  iPasal  i14  iayat  i(1)  idan  iayat  i(2)  iUU  iTPKS  itelah  imengatur  

iterkaitidenganieksistensi  ikekerasan seksual berbasisielektronik  idengan  imaksud  iRevenge  

iPorn  iatau  isebagaimana  idisebutkan  idalam  iPasal  i14  iayat  i(2)  iUU  iTPKS  iadalah  

imelakukan  ipemerasan  iatau  ipengancaman, memaksa, atauimenyesatkan dan  imemperdaya,  

imaka  idiancam  ipidana  ipenjaraipalingilama  ienam  itahun  idan/atau  idenda  ipaling  

ibanyak  iRpi300  ijuta.  iDengan  iketentuan  iyang  iada  ipada  iUU  iTPKS  isaat  iini,  imaka  

iaparat  ipenegak  ihukum  itelah  imemiliki  ilegal  istanding  iatau  ialas  ihak  iuntuk  idapat  

imenangani  isetiap  ijenis  ipersoalan  ikekerasan  iseksual  ikhususnya  iRevenge  iPorn  idi  

imedia  isosial.  iAgar  iketentuanidalam  iundang-undang  iini  idapat  idiimplementasikan,  

imaka  iperlu  idibuat  iperaturan  ipelaksana  iterutama  iyang  imenyangkut  ihukum  iacara.  

iSelain  iitu  idengan  idisahkannya  iundang-undang  iini,  iperlu  iadanya  isosialisasi  ikepada  

ipihak-  ipihak  iterkait  iagar  iliterasi  ihukum  idapat  iditingkatkan.20  iSelain  iitu  idengan  

iadanya  ikerangka  ihukum  iyang  ikini  imengatur  isecara  ikomprehensif  iterkait  iTPKS  

ikhususnya  iKBGO  idi  iIndonesia,  iperlu  ipula  idilakukan  ipeningkatan  ikapasitas  iAparat  

iPenegak  iHukum  i(APH)  ibaik  idalam  ihal  ikemampuan,  isumber  idaya  iperalatan,  iserta  

ipengetahuan  imengenai  ikeamanan  idigital  idan  imembangun  irasa  isensitivitas  iterhadap  

ipersoalan  iKBGO  ikepada  ipublik  iserta  iAPH.  iSebelum  iUndang-Undang  iTindak  

iPidana  iKekerasan  iSeksual  i(UU  iTPKS)  idisahkan,  ipengaturan  iterkait  idengan  

ikekerasan  iseksual  imasih  ibelum  imemadai.  iHal  iini  itercermin  idari  iberbagai  

itantangan  idan  ipermasalahan  iyang  itimbul  iterhadap  ibeberapa  ikasus  ikekerasan  

iseksual.  iPermasalahan  iini  iterutama  imenyangkut  ipihak  ikorban  iyang  iseringkali  

idirugikan  idengan  iketiadaan  ipayung  ihukum  iyang  isecara  ikhusus  imengatur  ikekerasan  

iseksual  idan  ijuga  ipara  ipenegak  ihukum  iyang  iseringkali  itidak  iberpihak  ipada  

ikorban.17 

Contohnya  ikasus  idiatas  iyang  imenjadi  ikorban  itindak  ipidana  iRevenge  iPorn  

ipada  idikarenakan  irasa  icemburu  idan  idendam  ioleh  ikekasih  idari  imantan  ipacarnya  

iyang  ibahkan  ikasus  iini  ihingga  iberujung  ipada  ipemerasan  idan  iancaman  iterhadap  

ikorban.  iNamun  iketika  ikorban  iingin  imengajukan  ilaporan  ike  ipihak  iKepolisian,  

ilaporan  idari  ikorban  itersebut  iditolak  ibahkan  isebelum  iBerita  iAcara  iPemeriksaan  

i(BAP)  idimulai  idengan  ialasan  ikurangnya  ibukti.  iBahkan,  ioknum  iaparat  iKepolisian  

itersebut  ijustru  imalah  imenakut-nakuti  ikorban  idan  imenyarankan  iuntuk  imenyelesaikan  

                                                             
 17 Utami, Tuty Budhi. “Kebijakan Hukum Pidana Dalam Menanggulangi Tindak Pidana Illegal 
Logging”. Jurnal Law Reform 3, No. 1 (2007). 
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ikasus  itersebut  isecara  ikekeluargaan  isaja.  iDari  icontoh  ikasus  itersebut  idapat  ikita  

ilihat  ibahwa  ikeadaan  ihukum  idan  isistem  ipenegakan  ihukum  idi  iIndonesia  iyang  

ibelum  imemuaskan,  ibahkan  itidak  iberperspektif  ikorban.  iSebelumnya,  itindak  ipidana  

iRevenge  iPorn  idi  iIndonesia  idiatur  idalam  iUU  iPornografi  idan  ijuga  iUU  iITE.  

iDalam  iUU  iPornografi,18  ikhususnya  idalam  iPasal  i4  iayat  i(1)  idiatur  imengenai  

ilarangan  iyang  isalah  isatunya  iadalah  imemproduksi  iatau  imenyebarluaskan  ipornografi  

iyang  isecara  ieksplisit  imemuat  ipersenggamaan,  iketelanjangan  ihingga  ikekerasan  

iseksual.  iPasal  iini  ijuga  imengatur  imengenai  itindakan  ipelaku  iRevenge  iPorn  iyang  

iseringkali  imengambil  igambar  iatau  ivideo  iseksual  isecara  idiam-diam  itanpa  iizin  

imaupun  ipersetujuan  idari  ikorban  iketika  isedang  imelakukan  iaktivitas  iseksual.23  

iKemudian,  idi  idalam  iPasal  i9  ijo.  iPasal  i35  iUU  iPornografi  ipun  idiatur  imengenai  

ilarangan  imenjadikan  iorang  ilain  isebagai  iobjek  iatau  imodel  iyang  imengandung  

imuatan  ipornografi.  iLalu,  idalam  iUU  iITE  isendiri  itindakan  iRevenge  iPorn  idiatur  

idalam  iPasal  i27  iayat  i(1)  iyang  iberbunyi“Setiap  iorang  idengan  isengaja  idan  itanpa  

ihak  imendistribusikan  idan/atau  imentransmisikan  idan/atau  imembuat  idapat  idiaksesnya  

iinformasi elektronik dan/atauidokumenielektronikiyangimemiliki  imuatan  iyang  imelanggar  

ikesusilaan.”  iMerujuk  ipada  ikata  i“mendistribusikan”  idalam  ipasal  itersebut,  idapat  

idilihat  ibahwa  iterdapat  ilarangan  iuntuk  imenyebarluaskan  ikonten  iyang  imengandung  

iunsur  ikesusilaan  iseperti  iaktivitas  iseksual.  iSelain  iitu,  idalam  iPasal  i27  iayat  i(4)  

iUU  iITE  ijuga  idiatur  ibahwa  iseseorang  iyang  itanpa  ihak  imenyebarkan  ikonten  iyang  

imelanggar  ikesusilaan  itersebut  idapat  idipidana  ipenjara  ipaling  ilama  i6  i(enam)  itahun  

idan/atau  idenda  imaksimal  iRp  i1  iMiliar.  iKemudian  idalam  iPasal  i29  ijo.  iPasal  i45B  

iUUiITE  ijuga  idisebutkanibahwa seseorang yang itanpa  ihak  imengirimkan  iinformasi  

iyang  iberisi  iancaman  ikekerasan  iatau  imenakut-nakuti  ipribadi  idapat  idikenakan  

ipenjara  ipaling  ilama i4i(empat)  itahun  idan/atau  idenda  ipaling  ibanyak  iRp  i750  iJuta. 

Selanjutnya,  iyang  idimaksud  idengan  iinformasi  ielekteronik  idan  idokumen  

ielektronik  idiatur  idalam  iPasal  i1  iUU  iITE.  iPada  iPasal  i1  iangka  i1  imemuat  

ipengertian  iinformasi  ielektronik  iyakni  isemua  ikumpulan  idata  ielektronik  iyang  itidak  

idibatasi  ipada  itulisan,  isuara,  igambar,  ipeta,  irancangan,  ifoto,  iEDI  i(Electronic  iData  

iIntercharge),  isurat  ielektronik,  idan  isebagainya  iyang  imampu  idipahami  ioleh  iorang  

ilain,  isedangkan  idokumenielektronik  imenurut  iPasal  i1  iangka  i4  imerupakan  iinformasi  

                                                             
 18 Simamora, Desvi Christina. “Analisis Pertanggungjawaban Pidana Terhadap Pemilik Akun Instagram 
Yang Mengandung Konten Pornografi Berdasarkan UndangUndang Nomor 44 Tahun 2008 Tentang Pornografi”. 
Jurnal Online Mahasiswa Fakultas Hukum IV, No. 1 (2017). 
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ielektronik  iyang  idibuat,  idikirim,  iditeruskan,  idisimpan,  idan  iditerima  idalam  ibentuk  

ianalog,  idigital,  idanielektromagnetik  iatau  isejenisnya.  i“Yang  imemiliki  imuatan  iyang  

imelanggar  ikesusilaan”,  ifrasa  itersebutisangatisulitiuntuk  imenetapkan  ibatasan  imengenai  

ipelanggaran  inilainilai  ikesusilaan  ikarena  itindak  ipidanaikesusilaan  imemiliki  iarti  iyang  

iluas  isehingga  itidak  imudah  imembuktikan iunsuritersebut  idalam  irumusan  iPasal  i27  

iayat  i(1)  iUU iITE  ioleh  ikarena  iitu  isecara  inormatif  ipengertian  ikesusilaan  idapat  

imerujuk  ipada  ipengertian  iyang  idimuat  idalam  iKUHP.  i19 

Sedangkan  imenurut  ipenulis  imuatan  iyang  imelanggar  ikesusilaan  imerupakan  

isesuatu  ihal  iyang  iberisikan  iatau  imenampilkan  iperbuatan  iyang  imelanggar  inilai-nilai  

ikesopanan  idan  imelanggar  inilai-nilai  imoral  iyang  ihidup  idi  imasyarakat,  iserta  imampu  

imerangsang  inafsu  ibirahi  iseseorang.  iSelanjutnya,  ijika  imelihat  idari  ipenjelasan-

penjelasan  idi  iatas  imaka  itimbulah  ipertanyaan  iperaturan  iperundang-undangan  

imanakah  iyang  idigunakan  iuntuk  imenyelesaikan  iperistiwa  ihukum  itersebut?  iDalam  

iketentuan  iPasal  i63  iayat  i(2)  iKUHP  iyang  iberbunyi,  i“Jika  isuatu  iperbuatan  idalam  

isatu  iaturan  ipidana  iumum,  idiatur  ipula  idalam  iaturan  ipidana  iyang  ikhusus,  imaka  

iperaturan  iyang  ikhususlah  iyang  iditerapkan”.  iKetentuan  ipasal  itersebut  imerupakan  

iasas  ilex  ispecialis  iderogat  ilegi  igenerali  iyang  isecara  iharfiah  imemiliki  iarti  ihukum  

iyang  ikhusus  imengesampingkan  ihukum  iumum.  iDalam  ikonteks  ihukum  ipidana  

iperaturan-peraturan  iyang  idiatur  idalam  iKUHP  imerupakan  ihukum  ipidana  iumum,  

isedangkan  iperaturan-peraturan  iyang  idiatur  idi  iluar  iKUHP  imerupakan  ihukum  ipidana  

ikhusus,  isehingga  idengan  iadanya  iUU  iPornografi  idan  iUU  iITE  isebagai  ilex  

ispecialis,  imaka  iketentuan  iyang  iterdapat  idalam  iKUHP  itidak  ilagi  idigunakan.  

iBerdasarkan  ipenjelasan  itersebut  imaka  iyang  imenjadi  ipersoalan  iberikutnya  ijika  

isuatu  itindak  ipidana  idiatur  ioleh  ilebih  idari  isatu iperaturan  iperundang-undangan  iyang  

isama-samaibersifatilexispecialis,imanakahiaturanihukumiyangitepat  iuntuk  idigunakan.iJika 

demikian,  imaka  iyang  idigunakan  iadalah  iasas  ilex  ispecialis  isistematis,  iasas  itersebut  

imerupakan  iturunan  idari  iasas  ilex  ispecialis  iderogat  ilegi  igenerali. Di  iBelanda  iasas  

iini  idikenal  idengan  iistilah  ispecialitas  iyuridikal  iatau  ispecialitas  isistematikal,  

idisamping  ilogische  ispecialiteit.  iAdapun  isyarat  idari  iasas  ispesialitas  isistematis  

iadalah  iobjek  idari  idefinisi  iumum  idiatur  ilebih  ilengkap  idalam  iaturan  ikhusus,  

isedangkan  ispesialitas  ilogis  imemiliki  ikriteria  idefinisi  ilebih  irinci  idari  ikejahatan  

idalam  ibatas-batas  idefinisi  iumum. 

                                                             
 19 Samad, Irwandy. “Pelacuran Dalam Orientasi Kriminalistik” Jurnal Lx Crimen I, No. 4 (2012). 
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Selain  iasas  itersebut,  iterdapat  ipula iasas  ilex  iconsumen  iderogate  ilegi  iconsumte  

iyang  iberarti  iketentuan  iyang  isatu  imemakan  iketentuan  ilainnya.  iDi  iJerman,  iasas  

iini  imenjelaskan  imengenaiisuatu  ikeadaan  iyang  idimana  iputusannya  iberdasarkan  isuatu  

isituasi  iyang  ikonkret,  imisalnya  iterdapat  idua  iketentuan  ipidana  iyang  imemiliki  isifat  

iyang  isama  isebgai  ilex  ispecialis,imaka  iketentuan  ipidana  iyang  idigunakan  iadalah  

iketentuan  ipidana  iyang  ipaling  imendominasi  iterhadap  isuatu  itindak  ipidana.  iDalam  

iasas  iini,  ibukan  isanksi  ipidana  iterberat  iyang  iakan  idiberlakukan,  imelainkan  iancaman  

ipidana  iyang  iberkaitan idenganiperbuatan  iyang  isecara  inyata  iatau  ikonkret  idiwujudkan  

ioleh  ipelaku  tindak  ipidana  itersebut  Maka  idalam  ikasus  irevenge  iporn  idengan  imelihat  

ipenjelasan  iasas  ilex  ispecialisiderogat  ilegi  igenerali,  iasas  ilex  ispecialisisistematis,  idan  

iasas  ilex  iconsumeniderogateilegiiconsumtei  ijika  imelihat  idari icaraipenyebarannya  iyang 

menggunakan  imedia  ielektronik,  iketentuaniPasali27iayati(1)  iUU  iITE ilebih  itepat  iuntuk  

idigunakan  imengingat  iketentuan  ipasalitersebutiyangipaling  imendominasi  idan  imengatur  

ilebih  ilengkap  idari  iPasal i29 UU  iPornografi  itentang  itindak  ipidana  ipenyebaran  

ikonten  ipornografi.20 

 

KESIMPULAN 

Revenge porn sebagai bentuk kekeras seksual yang ditinjau berdasarkan teori hukum 

pidana tentu memiliki kaitan yang kuat dalam mengungkapkan siapa pelaku tindak pidana 

dengan kesalahan yang memenuhi unsur apa dan pertanggungjawaban pelaku bagaimana, 

revenge porn juga diatur dalam Undang-undang tindak pidana kekerasan seksual yang mana 

momentum bersejarah bagi kita semua dalam memberikan makna pada pemajuan hak atas 

pencegahan, perlindungan, penanganan dan pemulihan atas korban, keluarga korban dan saksi 

tindak pidana kekerasan seksual. Tidak hanya itu, Aparat Penegak Hukum (APH) dapat 

menggunakan UU TPKS dalam perkara TPKS karena UU TPKS ini bersifat lex specialist yang 

dapat memberikan perlindungan komprehensif bagi korban tindak pidana kekerasan seksual 

dari hulu sampai ke hilir karena mempunyai kekuatan hukum yang mengikat berlaku. iOleh  

ikarenanya,   UU TPKS sudah disahkan  penyusunan rancangan aturan turunan UU TPKS harus 

segera diterbitkan agar dapat mengimplementasikan UU TPKS dalam menghadirkan keadilan 

bagi korban sesuai dengan peraturan yang sesuai. Selain itu, kehadiran aturan turunan UU 

TPKS dapat membantu Kementerian/Lembaga serta pemerintah daerah provinsi dan 

                                                             
 20 Antoni, “Kejahatan Dunia Maya (Cyber Crime) Dalam Simak Online”, Jurnal Nurani, 17, No.2, 
(2017). 
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pemerintah daerah kabupaten/kota untuk bergerak cepat memastikan pemenuhan hak korban 

atas penanganan, perlindungan, dan pemulihan. Dalam kasus Revenge Porn ini kami 

menganalisa bahwa penerapan teori gabungan dalam teori tindak pidana merupakan hal yang 

paling relevan karena dalam teori gabungan telah mencakup bagian dari teori absolut dan teori 

relatif. Yang mana dalam penjelasan teori gabungan terdapat teori integrative yang dapat dibagi 

menjadi tiga golongan, yang pertama Teori integratif yang menitikberatkan pembalasan, akan 

tetapi tidak boleh melampaui batas apa yang perlu dan sudah cukup untuk dapat 

mempertahankan tata tertib masyarakat, yang kedua teori integratif yang menitikberatkan pada 

pertahanan tata tertib masyarakat, tetapi tidak boleh lebih berat dari suatu penderitaan yang 

beratnya sesuai dengan beratnya perbuatan yang dilakukan oleh narapidana dan yang ketiga 

teori integratif yang menganggap harus ada keseimbangan antara kedua hal di atas. Dengan 

demikian pada hakikatnya pidana adalah merupakan perlindungan terhadap masyarakat dan 

pembalasan terhadap perbuatan melanggar hukum. Teori gabungan pada hakekatnya lahir dari 

ketidakpuasan terhadap gagasan teori pembalasan maupun unsur-unsur yang positif dari kedua 

teori tersebut yang kemudian dijadikan titik tolak dari teori gabungan. Teori ini berusaha untuk 

menciptakan keseimbangan antara unsur pembalasan dengan tujuan memperbaiki pelaku 

kejahatan. Meskipun dimulai dengan menekan kekurangan dari teori pembalasan.  
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